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ABSTRAK

Tidak adanya suatu batasan yang jelas, harus dipertanyakan apa tujuan yang hendak
dicapai dari dispensasi nikah. Dengan rumusan yang ada sekarang, jelas dispensai pada Pasal
7 ayat (2) UU Perkawinan tidak akan dapat mewujudkan tujuan ditetapkannya batas minimal
usia perkawinan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Tanpa rumusan yang jelas
mengenai batasan-batasan dispensasi dapat diberikan, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dapat
dijadikan celah untuk tidak mematuhi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, tanpa adanya alasan
urgensi atau kemungkinan terjadinya ketidakadilan dari dipenuhinya suatu peraturan yang
merupakan tujuan dasar dari konsep dispensasi. Di samping itu juga perlu ditekankan pada
kemaslahatan yang ingin dicapai dalam perkawinan pasangan yang bersangkutan. Penyusun
juga mengkaji ulang dan mendeskripsikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam
menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian
yang memusatkan obyek penelitiannya di Pengadilan Agama Bantul berupa pengumpulan
data penetapan dispensasi nikah serta didukung dengan wawancara dengan hakim Pengadilan
Agama Bantul untuk mendapatkan informasi yang bisa menjawab persoalan yang
dirumuskan, yaitu dasar hukum pertimbangan serta tolak ukur Hakim dalam menetapkan
dispensasi nikah bagi pasangan calon pengantin di Bantul dan tinjauan hukum Islam
mengenai masalah dispensasi nikah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif.
Yuridis yaitu sebuah cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan norma-
norma hukum baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Sedangkan normatif
adalah cara pendekatan dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan norma
agama. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pada dasarnya tolak ukur hakim dalam menetapkan
pemberian dispensasi nikah ialah pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
terkait dengan kriteria khusus yang menjadi tolak ukur untuk mengabulkan permohonan
dispensasi Majelis hakim melihat dari alasan para pemohon. Namun Majelis hakim berharap
nantinya ada perubahan pada butir-butir pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan khususnya dalam hal dispensasi nikah supaya memudahkan wewenang hakim
dalam menetapkan perkara tersebut. Hakim dalam memberikan putusan mengenai
permohonan dispensasi nikah berlandaskan atas apa yang telah tercantum dalam perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu para hakim juga melihat kondisi dari
pemohon. Dengan kata lain, para hakim sangat memperhatikan aspek kemashlahatan dan ke
madharatan bagi si pemohon.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan
skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal
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dasa ditulis hikmah
PN ditulis jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka
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IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

w298l (5 93 ditulis e
PRI dM ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,
seperti judul buku Al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang
menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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MOTTO

“Waktu laksana pedang, jika engkau tidak menggunakannya
maka ia yang malah akan menebasmu. Dan jika dirimu tidak
tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan
dalam hal yang sia-sia.”

(Imam Asy - Syafi’i)

What you do and what you gave, it something that you’ll get
too

(Serigala Malam Ykhc)

Life For nothing Or Die For Something

Die For Something..

Keep Your Hopes Up High, And Your Head Down Low

Vii
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui pernikahan yang sah, suatu kehidupan rumah tangga dapat
dibina dengan suasana aman, damai, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan
tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah dimaksudkan untuk
mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu
pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan dapat memenuhi kebutuhan
biologisnya serta melalui pernikahan terbentuk keluarga yang berperan serta
dalam regenerasi. Secara syari’at Islam melalui perintah menikah ini pula
Allah Subhanahu wa ta’ala menunjukkan betapa besar kasih sayangnya
kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah Subhanahu wa
ta’ala akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi
syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan
potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan

menimbulkan berbagai kemudaratan.

Pernikahan merupakan sunatullah yang mengikat batin antara seorang
pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari
keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang

kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga.



Firman Allah SWT:
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Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk
menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam
rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa
ketentraman kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah Subhanahu wa
ta’ala 2.

Dalam syari’at Islam pembentukan keluarga dengan menyatukan antara
laki-laki dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak
perkawinan atau ikatan perkawinan, kontrak ini  mensyaratkan  dari
masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-
undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan
merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Negara Indonesia dapat

! An-Nisa’ (4): 1.

Z Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Iimu
Figihh Jilid I1, (Jakarta, 1985), him.49.

® Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum,
Departemen Agama RI, (Jakarta: 2010), him.117.



melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut.
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi usia
perkawinan, namun dalam perkembangan selanjutnya antara tuntutan
idealitas dan realitas tidak beriringan, pada kenyataannya perkawinan di
bawah umur masih sering terjadi di kalangan masyarakat, bahkan Undang-
undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah
umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa
dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat.
Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang
bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Sebagai tujuan utama dari adanya pembatasan umur pernikahan adalah
untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan® dalam menjalani hidup rumah
tangga. Batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut (Pasal
7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) yaitu 19 tahun bagi laki-laki
dan 16 tahun bagi perempuan.

Batas umur di Indonsia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering

tidak dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang melangsungkan

* Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah
matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur
dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah
adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan
masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk
kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu
dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun wanita. Namun demikian dalam
keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh
dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua (Depag RI, 2008).



pernikahan di atas batas umur terendah, Undang-undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya bahwa untuk melangsungkan
perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun
harus mendapat izin kedua orang tua”.’

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara sepesifik membahas
tentang usia perkawinan, Al-Qur an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan
isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur
sebaiknya menyesuaikan dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan,
dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.®

Dengan tidak adanya suatu batasan yang jelas, harus dipertanyakan apa
tujuan yang hendak dicapai dari dispensasi tersebut. Dengan rumusan yang ada
sekarang, jelas dispensai pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan
tidak akan dapat mewujudkan tujuan ditetapkanya batas minimal usia
perkawinan pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.
Tanpa rumusan yang jelas mengenai batasan-batasan dispensasi dapat
diberikan, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dapat dijadikan celah
untuk tidak mematuhi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, tanpa
adanya alasan urgensi atau kemungkinan terjadinya ketidakadilan dari
dipenuhinya suatu peraturan yang merupakan tujuan dasar dari konsep
dispensasi.

Selanjutnya seperti yang sudah digambarkan dengan deskripsi di atas,

® Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2010), him.118.

) ® Kamal Muchtar, Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1974), him.44.



penelitian ini perlu dilakukan untuk menjawab problematika yang disebabkan
oleh pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi nikah. Dalam pelaksanaan dispensasi
nikah prakteknya sudah sesuai prosedur administratif namun di dalamnya
timbul persentase meningkatnya pernikahan dini melalui pengajuan dispensasi
nikah. Penelitian ini memilih di wilayah regional Kabupaten Bantul yakni
Pengadilan Agama Bantul, karena banyaknya pengajuan permohonan

dispensasi nikah yang terjadi di wilayah Bantul.

B. Pokok Masalah
Supaya penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran yang sesuai
dengan tujuan permasalahan yang sedang diteliti maka perlu adanya
pembatasan masalah, batasan masalah dalam pembahasan ini adalah tentang
lokasi penelitian, lokasi penelitian didaerah wilayah hukum Pengadilan
Agama Bantul, sedang objeknya berkenaan dengan problematika pasal 7 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dispensasi nikah.
Berdasarkan pada latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas,
maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam
skripsi ini.
1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan
dispensasi di tahun 2015?
2. Bagaimana pandangan para hakim tentang tolak ukur dalam
pemberian dispensasi nikah?

3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hakim?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Memperhatikan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

antara lain yaitu :

1. Untuk mendiskripsikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim
dalam memberikan putusan dispensasi nikah.

2. Untuk mendiskripsikan pandangan tolak ukur para hakim dalam
memberikan putusan dispensasi nikah.

3. Untuk mendiskripsikan tinjauan hukum positif terhadap dasar
pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah.
Kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat dalam wilayah Pengadilan Agama Bantul mengenai
batas usia yang jelas untuk melangsungkan pernikahan.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas
mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Bantul. Sehingga penelitian ini
menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi nikah di

Pengadilan Agama Bantul.

D. Telaah Pustaka
Penelitian dalam bentuk skripsi sejauh pengetahuan penyusun yang
membahas tentang masalah dispensasi nikah cukup banyak. Akan tetapi
kebanyakan pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya

berbeda dari penelitian yang penyusun lakukan. Letak perbedaannya yaitu



dari segi pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya
penelitian tersebut.

Seperti skripsi karya Tala’at Ikhsan Nuur Huda dengan judul
“Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Putusan Penolakan Permohonan
Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor:0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.Pengadilan
Agama Wates)”. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa yang
menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi
nikah nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt, dan bagaimana tinjauan hukum Islam
dan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara
dispensasi nikah tersebut.”

Kemudian Skripsi karya Ja’far Arifin dengan judul “Dispensasi Nikah
di Bawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari
Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-
1998)”. Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan hakim ditinjau dari
segi UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan hukum Islam.®

Skripsi karya Punung Arwan Santoso yang berjudul “Dispensasi
Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Kabupaten Sleman tahun
1998-1999”. Skripsi ini meneliti tentang kasus pernikahan dini di Kabupaten

Sleman, mengenai faktor utama penyebab pernikahan dini yang rata-rata

" Tala’at Tkhsan Nuur Huda, “Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Putusan Penolakan
Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor:0076/Pdt.P/2013/PA.Wt.Pengadilan Agama
Wates)”, Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

8 Ja’far Arifin, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut Undang-undang No 1 Tahun
1974 Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 1997-
1998)”, Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).



adalah hamil di luar nikah, sehingga Pengadilan Agama Sleman mudah
mengeluarkan izin untuk menikah di usia muda. Akibat yang ditimbulkan
adalah adanya konflik dalam rumah tangga, dan yang lebih fatal lagi dengan

berakhirnya pernikahan dengan perceraian.’

Skripsi karya Halimatus Sa’diyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes
Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995”, menyatakan bahwa menurut
hukum Islam, praktek perkawinan di bawah umur dapat dibenarkan, karena
dalam hukum Islam tidak secara tegas dilarang, juga karena alasan utama
pernikahan di bawah umur adalah faktor tradisi, menutup aib keluarga dan
adanya tindakan aparat.'

Skripsi karya Muslihati Anik Listiarin  dengan judul ‘“Penetapan
Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap Perceraian di Pengadilan
Agama Bantul Tahun 2001-2004”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah
pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah oleh
Pengadilan Agama Bantul adalah berdasarkan pertimbangan alasan pemohon
yang mayoritas adalah telah hamil di luar nikah. Skripsi tersebut membahas

pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Bantul

° Punung Arwan Santoso, “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda dan Akibatnya di
kabupaten Sleman tahun 1998-1999” Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2001).

% Halimatus Sa’diyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia
Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995” Skripsi tidak ditertbitkan,
Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).



tahun 2001-2004."*

Selanjutnya skripsi karya Rahmat Purwanto dengan judul “Penetapan
Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur”,
Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan Pengadilan Agama Bantul
dalam menetapkan dispensasi nikah dikarenakan telah terpenuhinya syarat-
syarat nikah sebagaimana ditentukan Undang-undang No.1 Tahun 1974,
dispensasi nikah bagi yang belum memenuhi syarat umum menurut ketentuan
Undang-Undang tidaklah bertentangan dengan hukum islam. Karena dalam
hukum islam tidak ada keterangan yang jelas tentang berapa usia minimal
utnuk menikah.*?

Skripsi karya Ade Firman Fathoni dengan judul “Pertimbangan Hakim
dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi di
Pengadilan Agama Wonosari tahun 2000-2002)”. Disebutkan bahwa yang
menjadi pertimbangan utama hakim dalam menetapkan dispensasi hikah
adalah karena pemohon telah memiliki hubungan yang erat antara laki-laki
dan perempuan sehingga dikhawatirkan menimbulkan zina. Yang menjadi
landasan utama pertimbangan hakim adalah maslahah, walaupun ada yang

tidak berkesinambungan dengan maslahah.*®

" Muslihati Anik Listiarin, “Penetapan Dispensasi Nikah dan Implikasinya Terhadap
Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2004” Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas
Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

12 Rahmat Purwanto, “Penetapan Pengadilan Agama Bantul Tentang Dispensasi Nikah
Dibawah Umur” Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

3 Ade Firman Fathoni, “Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan
di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2000-2002)” Skripsi tidak ditertbitkan,
Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).
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Skripsi karya Zakky Mahbub yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam
Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Tuban Tahun 2001-2003.
Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan faktor dominan yang menjadi
faktor penyebab terjadinya perkawinan adalah pertunangan yang sudah lama
dilakukan oleh kedua mempelai, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan
Agama dengan pertimbangan kedua mempelai dirasa sudah siap untuk
melakukan perkawinan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar
norma dan agama. Akibat yang paling buruk dengan adanya perkawinan
dalam usia muda adalah perceraian mengingat besar kemungkinannya akan
terjadi krisis akhlak, tidak adanya tanggung jawab dan tidak adanya
keharmonisan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak sesuai

dengan yang diharapkan.*

Skripsi karya M.Hadi Siswanto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta
Tahun 2006-2009”. Hasilnya, diketahui majelis hakim dalam memutuskan
permohonan dispensasi nikah berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan
bagi kedua calon mempelai dan melihat alasan-alasan yang diajukan
pemohon serta fakta dalam persidangan. Meskipun fakta di lapangan

menunjukkan bertambah banyaknya permohonan dispensasi nikah.*®

¥ Zakky Mahbub, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan
Agama Tuban Tahun 2001-2003” Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2004).
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Sementara untuk penelitian yang menitik beratkan pada sudah tepatkah
pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai acuan dalam
memberikan keselarasan penetapan hukum mengenai dispensasi nikah dilihat
dari alasan atau dasar dari para majelis hakim dalam menetapkan dispensasi
nikah dan pandangan para hakim tentang tolak ukur dalam pemberian
dispensasi nikah, serta bagaimana tinjauan hukum positif dalam memberikan
dispensasi nikah belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, penyusun merasa
perlu untuk melakukan penelitian tersebut, karena belum ada yang meneliti.
Objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Bantul dan tahun
penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu dengan

spesifikasi penelitian tahun 2015.

E. Kerangka Teori
Definisi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
dalam pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dispensasi nikah memiliki arti keringanan atas sesuatu (batasan umur)
di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

> M.Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009” Skripsi tidak ditertbitkan, Fakultas Syari’ah TAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
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bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau
kontrak keperdataan semata, akan tetapi mempunyai nilai ibadah,'’ dan
mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan, seperti untuk menghalalkan
hasrat pasangan baik yang bersifat fisikal atau spiritual. Firman Allah SWT

dalam AlQur’an yang berbunyi:
9 O Aan ) 583 50 2 Jaan g Leall ) 55l a5 3 a8l (g0 oS3 G318 (G ale (e
18y 5 Rty o il il lly
Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk melangsungkan

perkawinan sebagai sarana untuk menjaga diri. Rasulullah SAW bersabda:
C)Aﬂﬁ.a;b)@ﬂ&&i@bcj)mﬁcu\?&mt&;m\w«_\M\JJM\_}.

19 el g4l 44 o gually dnlad adaivny ol (ha s

Hadis di atas menganjurkan kepada seluruh pemuda-pemudi yang telah
memiliki kemampuan baik materi maupun non-materi maka hendaklah dia
melangsungkan perkawinan. Karena perkawinan itu dapat menundukkan

pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Selain itu, dari hadis di atas

® Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007),
him. 47

7 Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),
him.69.

8 Ar-Rim (30): 21.

¥ Al-Imam Al-Hafiz Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al- Bukhari, Sahih al-
Bukhart, Jilid 111, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 117, “Kitdb an-Nikah”. Hadis sahih yang
diriwayatkan oleh Imam Bukharf.
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menganjurkan bagi yang belum mempunyai kemampuan maka hendaklah dia
berpuasa karena dengan puasa tersebut dapat menjadi tameng mereka dari
hawa nafsu. Adanya syarat memiliki kemampuan disini menandakan bahwa
Islam menganjurkan seseorang melangsungkan perkawinan dalam keadaan
yang terencana bukan hanya karena untuk melampiaskan hawa nafsu semata

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan
pencapaian esensi dari suatu perkawinan, negara Indonesia dalam Undang-
undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat
yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah
ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: ”Perkawinan hanya diizinkan
jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.’ Dan dalam ayat
selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat
(1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk
oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Batas umur di Indonsia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering
tidak dipatuhi sepenuhnya, sebenarnya untuk mendorong agar orang
melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan
bunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.>'

% Undang Undang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,
Cet. I, 2007), him. 5.
2! Bahan Penyuluhan Hukum, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2010), him.118.
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Dalam Pelaksanaannya hakim dalam menetapkan suatu hukum yang
berkaitan dengan dipensasi nikah terkait dengan kriterianya lebih banyak
menggunakan teori rechts vinding (penemuan hukum). Teori rechts vinding
itu sendiri adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum
lainnya yang di tugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada
peristiwa hukum konkret.”* Artinya, hakim harus menemukan hukum baru
ketika suatu aturan itu tidak jelas, atau mungkin tidak ada.

Kemudian tentang hakim dalam menetapkan suatu permohonan perlu
mempertimbangkan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No0.48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan kehakiman pasal 5 poin 1 yang berbunyi:

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-undang tentang kekuasaan hakim tersebut diatas, menjelaskan
Bahwasanya dalam Undang-Undang tersebut majelis hakim dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki wewenang kemandirian sehingga
bisa memutus atau mengabulkan suatu perkara atau permohonan sesuai
dengan rasa keadilan yang diyakini oleh majelis hakim, dan selama tidak
melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pada
kenyataannya, praktek yang terjadi di lapangan mengatakan bahwa apa yang

telah dilakukan para hakim telah sesuai dengan peraturan tersebut.

? Firman Muin dan Herman, “RechtsVinding Oleh Hakim”, Jurnal Humanis, Volume
X111 Nomor |, Januari 2012, him.1.



15

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian
yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.®
Dengan kata lain penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian
yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna
memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Dalam hal ini
penyusun merujuk pandangan para hakim Peradilan Agama Bantul mengenai
pertimbangan pemberian dispensasi nikah.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitik, penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar
mengenai suatu objek dan bersifat analitik yang bertujuan untuk menguji
kebenaran dari suatu pendapat.?* Dalam hal ini data diambil dari penetapan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul, khususnya pada pertimbangan
hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Bantul.
3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

2 M. Igbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2002), him. 11.

# M. Suparmoko, Metode penelitian praktis, cet. ke-4, (Yogyakarta : BPFE-
YOGYAKARTA, 2009), him. 67.
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Pendekatan normatif yaitu studi islam yang menggunakan masalah
dari sudut legal-formal adalah hubungannya dengan halam haram,
boleh atau tidak dan sejenisnya. Secara normatif adalah seluruh ajaran

yang terkandung dalam nash.?®

b. Pendekatan Yuridis
Pendekatan yuridis yaitu untuk mengetahui dasar hukum
pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi
pasangan calon pengantin usia dini menurut peraturan perundanga-
undangan yang berlaku.
4. Jenis Data

Jenis data dalam skripsi ini merupakan data wawancara. Data

wawancara adalah data yang diperoleh melalui tanya-jawab antara peneliti

dan responden.”® Data yang diperoleh dari tanya jawab dalam penelitian ini

adalah pandangan para hakim mengenai penetapan dispensasi nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (Interview)

25

Khoiruddin ~ Nasution, Pengantar Studi Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta:

ACADEMIA+TAZZAFA, 2009), him. 197.

26

Http://azharnasi.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html?m=1.

Akses pada tanggal 30 Mei 2016.


http://azharnasi.blogspot.co.id/2015/04/sumber-data-jenis-data-dan-teknik.html?m=1
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Wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data atau
informasi dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara
sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.?’ Penyusun
menggunakan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan yang diajukan
olen peneliti kepada responden lebih bersifat terbuka. Dalam
melakukan wawancara, peneliti menggunakan daftar pertanyaan
(pedoman wawancara) yang terperinci, namun bersifat terbuka yang
dipersiapkan terlebih dahulu dan akan diajukan menurut urutan
pertanyaan yang telah dibuat. Adapun responden yang diwawancarai
dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bantul.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan
berupa dokumen.?® Dalam hal ini yaitu penetapan Hakim Pengadilan
Agama Bantul mengenai dispensasi nikah, data resmi, data arsip, dan

juga catatan-catatan yang menyangkut objek peneltian di lapangan.

6. Analisis Data

27" Arif Subyantoro, FX. Suwarto, Metode dan Teknik Penelitian Sosial, (Yogyakarta:
Andi, 2006), him. 97.

%8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), him. 202.
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Penyusun menganalisis data secara kualitatif, yakni suatu metode

dalam menganalisis data yang ditunjukkan terhadap data-data yang

kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.?

Analisis data penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a.

Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus,
peristiwa yang konkret kemudian dari fakta-fakta yang khusus
atau peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi
yang memiliki sifat umum.®* Dalam penelitian ini adalah
pandangan Hakim pengadilan Bantul dalam menetapkan
dispensasi nikah kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum.
Deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan umum, pada
pengetahuan umum itu hendak menilai suatu kejadian yang
khusus.® Dalam penelitian ini merupakan teori maslahah
mursalah yang bersifat umum terhadap pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Bantul mengenai penetapan dispensasi

nikah guna di tarik pada kesimpulan yang khusus.

 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung:
Mandar Maju, 1995), him. 99.

% Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. ke-15, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), him. 42.

%! 1bid.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan membagi pembahasan
menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya
penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum mengenai dispensasi nikah.
Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum tentang batas
usia nikah, dari pengertian dan juga dasar hukumnya, baik dari segi perspektif
hukum Islam maupun menurut perundang-undangan. Bab ini memuat pula
pembahasan mengenai pengertian dasar hukum dispensasi nikah , serta
prosedur dan syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Bantul.

Bab ketiga, menguraikan mengenai ijtihad hakim dalam memberikan
ketetapan dispensasi nikah di wilayah Pengadilan Agama Bantul serta
pendapat hakim mengenai tolak ukur pemberian dispensasi nikah. Pada bab
ini terdapat dua sub bab antara lain sub bab tentang gambaran umum
Pengadilan Agama Bantul dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama
Bantul.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis mengenai ijtihad hakim
dalam menetapkan dispensasi nikah serta analisis mengenai pandangan hakim

terhadap tolak ukur pemberian dispensasi nikah.
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Bab kelima, sebagai bab terakhir yang memuat mengenai kesimpulan
yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam
skripsi ini serta ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan untuk memajukan ilmu pengetahuan khususnya di

bidang hukum keluarga Islam.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang
berjudul “Problematika Pasal 7 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang
Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan di Pengadilan Agama Bantul Tahun

2015)” maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1. Majelis hakim Pengadilan Agama Bantul sepakat ketika seseorang yang hendak
menikah dan mampu untuk melaksanakan pernikahan namun usia nya belum
mencapai kriteria batasan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 maka pengajuan dispensasi nikah adalah solusinya. Pasal 7 ayat (2) tidak
menyebutkan poin-poin kriteria khusus untuk permohonan dispensasi nikah
meskipun demikian, pasal ini tetap menjadi dasar hukum yang digunakan oleh
para hakim, karena dispensasi nikah termasuk dalam lingkup kemaslahatan. Pada
dasarnya, dispensasi nikah tidak perlu kriteria khusus seperti banyak kasus yang
dijumpai yaitu hamil di luar nikah, menurut para hakim dalam keadaan calon
mempelai perempuan yang berusia di bawah 16 tahun yang tidak hamil pun boleh
mengajukan permohonan dispensasi nikah karena kriteria pengajuan dispensasi
nikah ialah belum mencapai usia yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1).

2. Pada dasarnya tolak ukur hakim dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah

ialah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, terkait dengan Kriteria

71
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khusus yang menjadi tolak ukur untuk mengabulkan permohonan dispensasi
Majelis hakim melihat dari alasan para pemohon. Namun Majelis hakim berharap
nantinya ada perubahan pada butir-butir pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974
tentang perkawinan khususnya dalam hal dispensasi nikah supaya memudahkan
wewenang hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Hakim dalam memberikan putusan mengenai permohonan dispensasi nikah
berlandaskan atas apa yang telah tercantum dalam perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia. Selain itu para hakim juga melihat kondisi dari pemohon.
Dengan kata lain, para hakim sangat memperhatikan aspek kemashlahatan dan ke
madharatan bagi si pemohon. Hal ini sejalan dengan metode ijtihad dalam islam.
Dalam ilmu ushul figh, terdapat tiga tahap dalam penalaran hukum yakni bayani,
ta’lily, dan istishlahy. Majelis hakim menggunakan penalaran istishlahy, karena
sejauh ini tidak ada ayat maupun hadis yang secara langsung mengatur tentang

dispensasi nikah.
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B. Saran-saran

Setelah menganalisis permasalahan di atas, ada beberapa hal yang perlu dijadikan
saran-saran. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penyusun antara lain :
1. Untuk Masyarakat

Hendaknya bagi masyarakat khususnya kalangan orang tua harusnya lebih
memberikan asupan pendidikan keagamaan yang baik kepada anak, sehingga anak
tidak mendekati atau bahkan menyimpang larangan dari ketentuan syari’at islam dan
membentengi diri dari pergaulan bebas, supaya kedepan perkawinan dini dapat
dihindari dan semakin terminimalisir. Komunikasi antara orang tua dan anak menjadi
kunci penting dalam pembentukan mental dan karakter anak oleh karena itu perlu
adanya komunikasi yg baik antar keduanya.
2. Bagi Pemerintah

Perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun semakin meningkat
jumlahnya. Hal ini menandakan semakin tingginya angka pernikahan di bawah umur
di kalangan masyarakat. Fenomena yang terjadi di masyarakat seharusnya menjadi
perhatian untuk pemerintah agar sesegera mungkin membuat strategi bagaimana

menekan angka pernikahan di bawah umur.
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NO [ FN | HIm | TERJEMAHAN

BAB |

1 1 2 | Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya
Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu
sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

2 |16 | 12 |Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

BAB I1

3 | 14 | 31 | Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah
cerdas (pandai) memelihara harta maka serahkanlah kepada
mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta
anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu)
tergesa-tergesa  (membelanjakannya) sebelum  mereka
dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu,
maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak
yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia
makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu
menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu
adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.
Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

BAB 111

4 | 6 | 63 | Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang
buruk.

5 | 15| 67 | Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil
kemaslahatan.

Setiap kemudharatan harus dihilangkan

BAB IV

7 2 69 | Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang
buruk.
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Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian telah
mampu menikah maka menikahlah karena hal itu (nikah)
dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan.
Barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah ia
berpuasa karena hal itu dapat menjadi tameng (pelindung)
baginya.

70

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil
kemaslahatan.




Pedoman Wawancara Untuk Majelis Hakim

. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi
nikah?

. Berapa banyak perkara penetapan dispensasi di tahun 2015 ?

. Apakah kriteria khusus / tolak ukur yang menjadi landasan Majelis hakim dalam
menetapkan dispensasi nikah ?

. Apakah majelis hakim menggunakan kaidah fikih dalam memberikan penetapan
tersebut?

Langkah-langkah / Metode ( Al-Qur’an,Hadist,Qiyas,]jma’) apa yang digunakan
dalam mengambil keputusan khususnya dispensasi nikah ?

. Aspek apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi ?

. Bagaimana apabila nantinya ada ketentuan tolak ukur yang disepakati oleh
undang-undang dalam menetapkan dispensasi ?
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PENETAPAN
Nomor 0127/Pdt.P/2015/PA.Bt.

SlE N
-~ '/ .
DEMI KEADILAN BERDA%ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadnan Agama Bnatul yang memerlksa mengadm dan memutus perkara

perkara pada tmgkat pertama dalam permdangan Majelis telah menjat_uhk_an _

- Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang dla;ukan oeh:

PEMOHON, Umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Hanan _
bertempat tinggal + di XXX XXX XXXXXKXXXXXXX, Kabupaten
Bantu] selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”

*Pengadllan Agama tersebut

Telah mempelaja_rl berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti —bukti; -
'DUDUK PERKARANYA

Pen‘iﬁhon telah mengajukan permohonan dispeﬁsasi kawin untuk menikahkan

anak- Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadllan Agama Bantul dan

tercatat dalam rtegester perkara No.0130/Pdt.P/2015/PA. Bil ,stanggal 10 Agustus 2015

yaitu sebagax benkutberlkut
1. Bahwa Pemohon hendak menlkahkan anak kandung Pemohon bernama: - BT
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 26 April 2000 (umur 15 tahun),
'- Agama Islam pekerjaan belum bekerrjatempat kediaman di xxxxxxxxxxﬁxxxxx,
Kabupaten Bantul; |
£ '.Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan permkahan tersebut, baik menurut
_ketentu.an hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah
I'terpenuhi;_kec';ﬁali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai: umur 16
| tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan-
- Agamd ' '-Kecmnﬁtan_ Sewon, Kabupaten Bantul dengan _Surat. Nomor:
kk.12.02/15/176/2015 tanggal 05 Agustus 2015; ' |
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Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan meriikah dengan seorang laki-laki
bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten

Bantul;
LS

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pég‘awai
- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama K_ecamatan Sew_on, Kabupaten Bdntu!; o '

Bahwa pemikah'an tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya

telah berkenalan sejak kurang lebih 15 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah
sedermklan eratnya, bahkan anak‘Pemohon telah hamil 2 bulan;

‘Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk
. melakukan pemlkahan

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap. untuk
menjadi istri atau ibu rumah tangga; | |

Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat tethadap

: p’e:rkaWin_é_n _anakny'a tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya

tersebut 'agar' dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, =
warahmah; ’ |
Pemohon sangglip membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Péngadilan

- Agama Bant_t_ﬂ segera memeriksa da’n mengadili perkara ini, selanjutnya mehjé.tuhkan

penet'apan yang'amamya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan qjcmohon

'. 2, Menetapkan memberi d1spcnsas1 kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX)._

untuk - menikahkan _anak Pemohon bemama XXXXXXXXXXXXXXX,
dibawah ~ umur 16  tahun dengan  seorang  laki-laki = bernama
(XXxxxxxxXxxxxxxy |
‘3. Menetapkan memerintahkan kepada Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan
- Agama Kecamatah Sewon, Kabupaten Bantul, untuk melangsungkan '
pémikahan tersebut;
4. Mepetapkan biaya perkara menurut hukum;

s
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Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon hadir, dan setelah

dibacakan Surat Permohonan tersebut Pemohon tetap pada maksud dan tujuan

permohonannya.

Bahwa F’emohon telah menghadirkan anak Pemohon dan cann suamimnya

untuk dldengar keterangannya ya:tu

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, tempat

. kediaman di X3XOCXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul:

" Di'muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah anak .Pemohon, telah berkenalan dengan seorang laki-laki
bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan telah berpacaran dan sudah sama-sama
cinta ser{a sudah ditunangkan/dilamar;

Bahwa ia tidak ada hubungan mahram dan Iarangan untuk memkah dengan

calon suamrnya _
_Bahwa ia sudah sangat debat dengan calon suammya dan sekarang telah
~hamil 02(dua) bulankarenanya akan d:langsungkan pernlkahan sesegra

mungkln setelah ada surat penetapan dari pengadllan -
Bahwa keduanya sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang suaml

; maupun sebagal seorang istdri,karena calon mempelai suminya sudah bekerja

dengan penghasnan yang cukup untuk berumah tangga;

__Bahwa Pemohon j juga te1ah menghad:rkan calon suami dan calon mertuanya yaltu

._mengaku bernama

_beﬁKUt_

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  telah " memberikan keterangannya .sebagai

F

Bahwa benar ia adalah calon suaminya anak pemohon dan setelah melamar

: 'c_literimé.'!amarannya,tetapi untuk melaksanakan pernikahan setelah r_he!apor ke

Kantor = Urusan Agama.’ Kecamatan setempattidak bisa melangsungkan_.-'

pernikahan,karena calon isterinya masih dibawah usia pernikahan dan oleh -
K.U.A tersebut diminta'Despensasi dari pengadilan; _ o
Bahwa . calon  suami dengan calon isternya tidak ada halangan

' menlkah berdasarkan agama, karena tidak ada hubungan darah semenda
'maupun sesusuan ,hanya karena usia calon isteri masih dibawah us:a'
'_perkawman}dwawah 16 tahurp sesuai undang yang berlaku, ' '

ks

-
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- Bahwa calon suaminya .nenyatakan akan ~bertanggung jawab dalam

~ pernikahannya dan benar-benar karena niatnya mau menikah,bukan karena
dipaksa/terpaksa dan siap fhenjadi seorabng suami ataupun seorang bapak
dari amnak-anaknya;

Selain menghadirkan anak dan calon suami anak, Pemohon juga telah

menghadirkan calon mertua anak pemohon yaitu,
3 , F I '

. XXXXXXXXXXXXXXXXX,'teIata memberikan keterangén sebagai berikut;
‘- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon namariya XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan

telah di !amar serta di terima ]amarannya namun ketika melapor ke Kantor Urusan.

‘Agama Kecamatan ditolak karena. usia calon mempelai wanita masuh dibawah
2 " umur dari usia pernikahan menurut undang-undang;
i Bahwa ia ingin menikahkan :anaknya dengan anak Pemohon tersebut karena
) sudah sama-sama mencintai; ' ' '
, B Bahwa ia sudah punya penghasnan rata-rata karena bekerja sebagal Karyawan
Swasta dan cukup untuk berumah tangga dan bisa bertanggung }awab _
- Bahwa ia siap membimbing dan membantu jika anaknya sudah menikah dengan
calon isterinya
Bahwa' Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat
bukti tertulis berupa : , ' . |
| - Foto . -copy KTP.Nama  XXXXXXXXXXXX , = yang masm ~ berlaku
.No0.630302008690006, tandgal, 20 Juli 2012'yang te!ah bermateria cukup dan ;

 dinasegelen, setelah dicocokkan sesuai dengan asimya setelah di paraf dlben ! L

tanda.P.1; R
- Asli Surat Penolakan Permkahan dar: KUA Kecamatan Kertak Hanyar -Nomor

Kk.17.03.7/.PW.01//2013, tanggal 28 — 11 - 2013, telah bermeterai cukup dan . -

berieges telah d:cocokkan isesuai dengan aslmya, kemudian dipen tanda P2
~ dan, dibubuhi paraf _ : o
' Foto Copy surat d1bawah tangan tentang pen,telasan dan permohonan
| Despensasi yang bermaterai cukup,dinasegelen di Post ,setelah dicocokkan
~ sama dengan aslinya,setelah di paraf diberi tanda P.3; _
- Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor; 1955TLB/ VIIi /-2001,tanggal 14
P -' Agustus 2001, telah bermeterai cukup dan dinasegelen, “telah dicocokkan
g sesua| dengan aslinya, kemudian setelah d| paraf diberi tanda P.4,
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Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi
dari Pengadilan Agama; :
Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan
Agarﬁa Bantul. perlu mengeluarkan Penetapan Dispensési Kawin kepada anak
Pemoh'on dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo.'; pasal 6 (e) F’eFatUran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 _
- Menimbang; bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak
" Pemohon dén calon suaminya serta calon mertuanyai di persidangan terbukti bahwa
‘anak Pemohon bernama KXXKKKXXAXKKXXXXX déngan- calon suaminya sudah lama
) berpacaran dan.saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat serta |
'keduanya tldak ada halangan untuk meiangsungkan pernikahan baik secara hukum
lslam maupun menurut Undang- ’Undang dan anak Pemohen masuh perawan
sedangkan calon suammya jejaka dan keduanya tidak ada calon lain dan tldak dalam
lamaran orang lain; ' e

Menlmbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan fakta di
pemldangan bahwa anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan
| kemampuannya sebagal seorang aalon ‘isteri dan-calon suaminya mengaku mampu _
bertanggung jawab kelak setelah menikah, menjadi suami yang baik dan.bapak yang
berténggung 'jaw_ab terhadap anak-anaknya -,mereka ingin menikah tanpa dipaksa
siapapun; _ | -
~ Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon. suammya yang
| bernama XXOXXXXHKXKKKXXXXXX K sudah lama saling mencintai serta keduanya
telah sepakat akan melanjutkan ke jénjang perkawinan (membina rumah tangga),
ke_duaﬁya tidak 'bisa dipisahkan} maka untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan .
yang lebih jauh mafsadatnya dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk
dinikahkan; _

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemerikséan di persidangan,Majelis
men‘emﬁk_an fakta antara kedua calon mempelai tidak ada ha!ahgan untuk
"mélangsungkah perka’winan dan+ keduanya menyatakan persetujuanhya untuk
'menlkah Hal ini sesuar dengan yang dimaksudkan pasal 16 dan 18 Kompllasr Hukum '
islam;o pasaf 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 |

Memmbang, bahwa Majelis Juga sependapat dengan Qaidah Ushul F|qh yang J
i berbunylsebagalbenkut “ . s w5 2

' dabaally bgia Lo b o euw]u_'ua:
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Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengén kemaslahatan.
Menimbang, bahwa sesuai dehgan ketentuan pasal 16 P'eratt.:ran Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka memerintah_kah- Kantor Urusén
Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kertak Hanyar,Wifay’ah Kabupaten Banjar
untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan Caloh suaminya tersebUt;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pér’timbangan t'ers'e'['ju't di atas,
maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan membenkan dlspensaS|_
kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suammya yang amarnya X
berbunyi seperti di bawah ini; 2 ' ' |
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89'ayat (1) Undang-Undang nomor 7
Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon _
Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta Hukum
[slam yang berhubungan dengan perkara ini; '
4
MEN‘ETAP_K_AN_ o ¥ s
. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; _ o _ o
2. Menetapkan, memberikan' dispensasi kepada IPeémohOn S WASR[ b[n
. KESMOREJO ) untuk menikahkan anak Pemohon b'ema'mé' (EKA WIIASRTUTI ) ) o
_dengan calon suammya bernama (¥UNA NUGRAHA bin JAMAN TULUS ) '
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon se]umlah Rp 161 000 (seratus -
- enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohcn - "8 et
Demikian dijatunkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 0& September'
2015 Masehi bertepatan dengan tanggaI 18 Zuiqaldahr 1436 HIeryah oieh kami Dra.
Hj. MASMUNTIARA,S.H.MH.I sebagai Ketua Majells Drs.H.Abd. REiS}’id A SH.MHI. Ny
dan Drs.Aziddin Siregar , S.H,masing- masmg sebagai Hakim Anggota yang pada hari
_'|tu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh _Majells tersebuti
dengan dihadiri oleh M.D.Salaby,S.E.|M.Sisebagal Panitera Pengganti serta
Pemohon, o 8 RIPEY ICI B

Ketua Majelis,
TTD

DRA. Hj.MABMUNTIARA,S.H,L.M.H.I
'S : * .
¥
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Hakim Anggota |, 3 ~ Hakim Anggota ll,
TTD . Yot TID
Drs.H.Abd.Rasyid,A.S.H.M.H.I Drs Aziddin Siregar,SH.
ﬂ | B _ .
Panitera Pengganti,
TTD )
MD.Salaby SELMSI
Perincian biaya : o
1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000
2. Biaya Administrasi Rp 60.000
3. Panggilan Pemohon Rp 60.000
4. Redaksi Rp 5,000
5. Meterai Rp___6.000 + ) e
Jumlah Rp 161.000.- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah);
)
a
ks
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PENETAPAN
Nomor 143/P¢t.P/2015/PA.Btl.
BiSMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan me'ngadil.i'pe__r,kara'
perdata tertentu pada tingkat pertama telah mehjétuhk‘ar-i F’e_netapan_j
dalam permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh o
XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 49  tahun, agama Islam Pendldlkan

| Pekerjaan buruh tani ‘bertempat tlnggai di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul
sebagai “Pemohon”;

Setelah membaca dan mempela;an berkas perkara

‘Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon caion |ster|-' -

b
anak Pemohon dan ayah calon istri anak Pemohon dalam perSIdangan
TENTANG DUDWK PERKARANYA B

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya

tertanggal 25 Agustus 2015 yang telah terdaftar di- Kepamteraan’

Pengadilan Agama Bantul Nomor 143/Pdt.P/2015/PA. Bl mengemukakan'._
hal-hal sebagai benkut , . |
. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama ' ;. XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tanggal Iahirl "Nl Agustus 1997 (umur 18 tahun)
Agama . Islam

Pekerjaan . karyawan toko bangunan

| Tempat kediaman di : Dusun XXXXXXXXXXXXX Kabupaten, Bantul
dengan calon istrinya :

.

Nama _ L XXXXXKXXKXXXKXXXXK

Umur : . 18 tahun
Agama . Islam :
~ Pekerjaan ! karyawatl toko e!ektronlk

Tempat kediaman di : XXXXXX&XXXXXXXXXXX Kabupaten Sieman 3.'_' |

g
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yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman; -

. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan'pernikéhan tersebut baik

menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang- -
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun - sesuaia dengan surat- -

penclakan dari PPN KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman_'

Nomor KK12.04/Pw. 01!234!201’:} tanggal 13 Agustus 2015;

. Bahwa pernikahan tersebut® sangat méhdésak” uhtlj'k' Ctetap

dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan selak 18 bulan
yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemlklan eratnya
sehingga Pemohon sangat kpawatir. akan teijjad:. _p_erbuatan_ yang -

dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak.segera dinikahkan;

. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrir_;y'a' ters_ébut tidak ada.

larangan untuk melakukan pernikahan;

. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta

sudah siap untuk menjadi seorang suami danfatau bapak - rumah"

tangga Begltupun calon istrinyanya sudah S|ap pula untuk menjad| ‘ S

seorang |str: dan/atau ibu rumah serta anak Pemohonte!ah bekena-

sebagai kan;awan toko bangunan dengan penghaszlan tetap setlap i

harinya Rp. 30.000,-/hari (tlga puluh nbu rup|ah}

EEETa

. Bahwa keluarga Pemohon dan'gdran'g tua calon su_a'mi'_anak _.F:’em,ohp'n.:i'
‘telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga

lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut; .

. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
: ¢ :

perkara ini; - "
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
saya, Ketua Pengadilan Agama Bantul agar berkenan memeriksa dan ..
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan [faenetapan yang _amarn'ya
berbunyi sebagai berikut : |
1. Mengabulkan permohonan Pemohon o e
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon un’tuk memkahkan_

anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di bawah umur 19

tahun dengan seorang _ perempuan ' __be_rnam_a. |
XRXXXXXKKXKXXXKXKKKK; _ R e
3. Menetapkan, memerintahkan kgpada PPN Kantor Urusan Agama'- :
Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman untuk meiangsungkan' .
pernikahan tersebut ; ' '
4, Menetapkan biaya ['Jérkéra menurut hukum;
4.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Yahg telah ditetapkan
Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta ayah calon
istri anak Pemohon telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar menunda pernikahan anak Iaki-lakinyé yang bernama
KXXXXXXXXXXXKXXXXXXXX ~akan  tetapi Pemohdh _tetgp"‘_hpada

permohonannya,

Menimbang, bahwa kemudlarﬁ dibacakanlah Permohonan Pefnohon L |

~yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis teiah mendengar keterangan darl.'_'-
kedua calon mempelai dan ayah calon mempelal wamta sebagalbenkut |
1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJIXX umur 18 tahun agama islam _

pekerjaan  Karyawan - toko_‘ bangunan, _tempat_ tlnggal d: '
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul; -
- Bahwa dirinya anak kandung Pemohon; . |
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- Bahwa dirinya sudah siap Han mantap untuk“me'n'ikah dengan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan siap menjadi isteri dan ibu
rumah tangga yang baik; -

- Bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
adalah orang lain sehingga tidak ada halangan untuk menikah ; '

- Bahwa dirinya dan calon éuami setelah menikah akan merantau ke.
Sumatera mengikuti ayah calon isteri; o | _

3. XHOOOOXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama . Islam,
pekerjaan Buruh harian, bertempat . - tinggal. Codi
XXX XXXKKX XXX XKXX XK XX Kabupaten Sleman _
- Bahwa ia adalah ayah calon isteri anak Pemohon sebagal calon__' o

besan Pemohon; B 4 _ ' '
- Bahwa ia mengetahw Perrgphon datang ke Pengadilan karena |
mengajukan DlspensaSI Kawin untuk memkahkan anaknya
bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ‘belum cukup umur
19 tahun dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o _

. Bahwa Pemochon bersama xxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah
datang melamar dan lamara@nya telah ia terima- dan anaknya ;uga_-. h
‘menerima Iamaran tersebut N e

. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah orang lain L
sehingga tidak ada halangan untuk menikah;. _ g

- Bahwa ia sanggup membantu dan membzmbmg kedua calon

mempelai dalam berumah tangga

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dahl dahl permohonannya - |

~ Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama- -Pemohon .

KKK XXX XXXXXXXXXXX, Nomer: 3402142311650001 tanggal 12_3. 2
03-2013 (Bukti P.1); cr oL T

o Foto  copy  Kutipan = Akta ~ Kelahiran — atas nama_--".-_.-

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  Npmor:  4220/1st.A1997 tangga[

ki
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November Februari 1997 yang zfslinya dikeluarkan .o.leh Kepala Kantor
Catatan Kabupaten Bantul, (Bukf; P.2) | |

s Asli Surat Penolakan Perikahan Nomor : Kk,12.02. smw;mis?grzow -
tanggal 13 Agustus 2015 yang duke!uarkan dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, (Buktl P.3);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak menga}ukan sééuatu

lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk+ mempersingkat uraian penetapan'
ditunjuk hal- hal sebagaimana termuat dalam Berlta Acara Pemldangan

perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; -

TENTANG HU KUMNYA

Menimbang, bahwa maksuu dan tuluan permohonan P_émoh‘qri e n

sebagazmana terurai di atas | S

‘Menimbang, bahwa  Pemohon mengajukan ' pe‘imqhonar')

Dispensasi _Kawth' ~uniuk anaknya yang _-'bernam_a

XXXXX)"XXXXXXXXXXXX - dén(‘an XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "
sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan permkahan tetapi
umurnya belum mencapai 19 tahun, sehtngga Kantor Urusan Agama '.-
Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman menotak untuk melaksanakannya |

-

dengan alasan kurang umur,

Menimbang, bahwa permohonan ‘Pemohon tersebut sesuai dengan' e, Sk

ketentuan Pasal 7 .ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974_--'
sehingga dapat diterima untuk dipenksa lebih Ianjut

.

Memmbang bahwa anak Pemohon calon isteri anak Pemohon dan. : s

ayah calon isteri anak Pemohon telah membenkan keterangan yang pada - |

- pokoknya membenarkan dalil- dahl permohonan Pemohon 7

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon -dan buktl
.P‘u terbukti bahwa Pemohon bertempat ttngga'i sebagaimana . tersebut'-."

dalam surat permohona_nnya yangsternyata. merupakan daerah yunsdlksu

S
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Pengadilan Agama Bantul sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang-Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- -
Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul -

berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutlpan Akta Kelahiran) '_
terbukti bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX fahir tanggal 20 Agustus -
1997 adalah anak XXXXXXXXXKXXXXXXXXX yang saat 1m belum':. ,

mencapai umur 19 tahun;

Memmbang bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Pen’cﬁlakan'-"_ g

Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernlkahan anak Pemohon tersebut- g

telah didaftarkan di Kantor Urusan 4gama Kecamatan Berbah Kabupaten '.-
‘Sleman tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk |

melaksanakan pernlkahannya dengan atasan bahwa anak Pemohon' o

(calon mempelai pria) kurang umur (belum mencapan umur 19 tahun)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon anak-_'

Pemohon beserta calon istri anak Femohon dan ayahnya terbuktrantara -
anak Pe: mohon dengan calon lstermya tidak ada hubungan darah maupun
sesusuan, sehingga tidak ada halangan Syara’ untuk menlkah '

Memmbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon

mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hqungan'. .

antara kedua calon mempelai telah sedemlklan akrabnya dan kehendak' |
‘untuk melangsungkan pernikahan telah sedemlkan kuatnya sehlngga 3
untuk menghindari hai hal yang melanggar agama maupun kemadharatan.

yang berkelanjtan maka permkahan mereka mendesak untuk '
~ dilaksanakan; ' ST T LR T
Menimbang, bahwa -Majelis memandang ._"p‘er'lu ___mehgemukakén
| Qa:dah Fighiyah yang berbunyi: | - Ay Ty
| @Lua.d\ulmuiﬁem mu.dl ;.J.\

Artinya . “Menolak terjadinya m!!vfsadat !eb:h d:pnontaskan danpada e

menarik _mas!ahat’_
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Menimbang, bahwa berdadarkan hal-hal tersebut di atas maka
Majelis berpendapat bahwa  pernikahan '-anak . Pemohon
(XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya (X)_(X)'(XXXXXXXXXXX)-.'
telah mendesak untuk segera dilaksanakan, ocleh karenahya periu
diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor .Urusan ‘Agama
Kecamatan Berbah Kabupaten Slemsn atau pejabat lain yang dltunjuk
olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka; ' o '

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimba'riga'n' perﬁmbang-an_

tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dlkabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang _
- Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dlubah dan dltambah terakhir dengan'-

‘Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dlbebankan'

_ untuk membayar biaya perkara ini; *

Mengingat segaIa peraturan perundang- undangan yang berlaku _- Ll

dan hukum syara’ yang berkaltan dengan perkara m:

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohoham Pemohon ; g e
2. Menetapkan, ~memberi dispensasi . ké'padé' ~ Pemohon
(XXXXXXXXXXXXXXXXX)  unfuk memkahkan anaknya bernama_;',
XXXXXXXXXXXXXXXX di bawah usra 19 tahun dengan agorang
perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Memerintahkan kepada -Pegawai Pencatat leah Kantor Urusan'_.
Agama Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman untuk melangsungkan 2

pernikahan tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar b‘iaya"pé?k-ara yang-_ o
hingga kini dihitung sejumliah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu
ribu ruplah) ' ' ' n o

Demikian perkara ini ditetapkan dalam: muéyawafah 'm_ajelis pada | -_ i "

" hari Senin tanggal 7 September 2015 M.'bertepaf,ah._'dengan_tanggal;23 |

~Zulkaidah 1436 - H. oleh kami Magjelis Ha_k_i_m yang -_di'tu_njpk- pléh_ Ketua - :
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PENETAPAN
Nomar 0192/Pdt.P/2015/PA.Btl.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan'Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ﬁérteﬁ'fu_

pada tihgkat”pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan

sebé'g'j:a'i berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan olégh'

“PEMOHON, umur 54 tahun, agama lslam, F‘endidikan'__SD: pekerjaan Buruh,

bertempat tinggal di Kabupaten Bantul. Selanjutnya

disebut sebagai "Pemohcm :

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam p

Setelah mendengar keterangan emohr:m' kedua calon mempelai dan orang tua

calon mempelai pria dalam persid ngan;

-  DUDUK PERKARA

Bahwa, F’ernohon dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di
Kepanlteraan Pengad ilan Agama Bantul Nomor 0192/Pdt.P/2015/PA.Btl tangga[

11 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung: :
ANAK PEMOHON, Tanggal lahir : 06 Mei 2000 (umur ; 15.-tahun'6 -bulan),

~ agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupatén
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernl ah__ n tersebut, baik
rmenurut ketentuan hukum Islam maupun per erundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syara ‘usia bagi anak Pemohon, yakni

belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut

telah ditolak cleh Kantor Urusan Agfama* Kecamatan --, Kabupaten Bantul

9 Noiﬁemberzms

dengan Surat Nomor : - tanggal 0

Disclaimer
Kepanitersen Mahkamah Agung Republik Inclonesia berlisana untuk sefaly mencantumban informasi paling kini dan akurat sehagal bentul komitmen Mahkamah Agung untuk pe
Dafarm hal Anda menemukan inakurasi mrnmasryang tefmivat pada stws ini stau informasi yang seharusnya ada, namun befum tersedia, maka harap segera hubungl Kepam
Efm.\r Jrc,:a:imfcraan@maﬁ!fnmhaguﬂg goid .

hilk, transparansi dan akuntabitas pelaksanaan fungsi pe
Agung Ri malalui
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3. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang
laki-laki bernama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON umur 21 tahun,
agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di
Kabupaten Bantul.

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di ha__dapgéh '

": keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 22
hubungan mereka telah sedemikian eratnya, ba;h_.]{a'r_] __ r}_akiiiPemohon telah
hamil 6 bulan; B

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan cal_o_:n :g_a'ﬁﬁinya tersebut tidak ada

larangan untuk melakukan pernikahan:

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah

siap untuk menjadi istri atau |burum tangga;

pihak telah menyetujui dan telah sepakat

7. Bahwa orang tua kedua | el

terhadap perkawinan anakﬁ"ya teréebut, dan sanggup membimbing dan

membantu anakny: t:t:-:frsgbut agar dapat membina rumah tangga yang

bahagia, sakina mawaddah warahmah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada

menikahkan anak Pemohon yang berna

PEMOHON.

Disclaimer e
Kepaniteraan Mafkamah Agung Republik Indenesia berasaha untuk sefal mencantumkan informasi paling ki dan akurat sebagai bentuk kamitmen Mahkamah Agung untuk pe
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informast yang lermuat pada situs inf atay infarmasi yang seharusnya ada, narmun befum tersedia. maka harap segera hubungi Kepanifaraan i
Errail : vepanileraan@matkamahagung. go.id : S

i, tra dan ak iwtas palak t fungsi pe
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3. Menetapkan, memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Agama
Kecamatan -- Kabupaten Bantul untuk melangsungkan pernikahan
tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidanga’

dan ayah calon mempelai pria éé.badaib‘erlkut

1. ANAK PEMOHON, {calon mempelal wanita), umur 15 tahun 6 bulan, agama
Islam, Pekerjaan-, berte'mpat tinggal di Kabupaten Bantul, memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, s:_;t_ya ada!ah anak Pemohaon;

_ karena saya sekarang sudah hamil 6 {enam) bulan; .
- - Bahwa, yang menghamili saya adalah CALON SUAMI ANAK PEMOHON,
calon suami saya;

- Bahwa, asal calon suami saya dari --;

- Bahwa, calon suami saya sudah bekerja eb gai buruh bangunan dengan

penghasilan setiap bulan kurang lebih"Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus

ribu rupiah;

Disclaimer i,

Hepaniteraan M, ) Agung Republik ind: berLcaha unfuk sefuly iy paling kini dan akurat sebegal bantuk komitmen Mahksmah Agurg untuk pel‘lypm
Dafarn hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termual pada situs ki atay rmmn.ﬂ yarg seharusnya ada. namun belum farsecls. make karap segera hubungl kopsnkeman
Email : kepaniteraan@n go.d i
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- Bahwa, calon suami saya dan keluarganya telah melamar saya, pada satu
bulan yang lalu;

- - Bahwa, saya dan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga,
hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk

menikah;

- Bahwa, saya menikah dengan calon suami saya, atas kehendak

sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa saya sudah siap menjadi seorang isteri dan siap
" menikah diusia muda;

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, (calon mempelai

memberikan keterangan yang pada pokoknya ¢ agaf?berikut:

- Bahwa, saya adalah calon suami..anak Pemohon yang dimintakan
dispensasi: <
- Bahwa, saya sekarang berusia 2 }_ahuﬁ"dan sudah bekerja sebagai buruh

rhari Rp.60.000,-(Enam puluh ribu rupiah);

bangunan dan pendapattan

- Bahwa, saya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK
PEMOHON; __ » -
@ seead Bahwa, say segera ingin menikah karena telah menyanyangi dan

menjalin hub[jfhgan cinta dengan anak Pemohon sejak 2 tahun yang
dan cg:lb'n'is'teri saya hamil 6 (enam) bulan;
- _Bahwéf ::é'aya dan keluarga telah melamar calon isteri saya sebula

lalu, dan lamaran saya diterima oleh keluarga calon isteri saya;

- Bahwa, saya dan calon isteri saya tidak ada hubunga ga, hubungan

darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan int k menikah;

- Bahwa, calon isteri saya sekarang sudah tidak*%glgola karena hamil;

- Bahwa, saya menikah dengan calon isteri say:é' tas kehendak saya sendiri,

tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa, saya siap menanggung resike dan bertanggungjawab, apabila nanti

menikah;

Drigctaimer y LI LT
K i 1 Agung Republik Indongsia berusaha untuk sefaly mencantumian informasi naling kinf dan ekuret sebagal bentuk kamitmen Maltkamah Agung tntuk peis! i dart akunfabifitas o WA fungsi pe
Dalam haf Anda mensmukan inakurasi informasi yang tarmisat pada situs ind stau Informas! yang seharusnys ada. namun belum tarsedia, maka harap segers hubungr Kepanieraa gung Rl mefil :
Epmail it o hagung go.id i g
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3. AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar calon suami dari anak Pemohon adalah anak saya, bernama

CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

- Bahwa benar anak saya menjalin hubungan cinta dengan anak Pemoh"z' .

yang tidak terkontrol, sekarang anak P

aklbat pacaran
* hamil, berjalan 6 (enam) bulan:
- Bahwa, saya sudah melamar anak Pemohoq:'?ég_-

lamaran saya telah diterima oleh Pemohon;.

- Bahwa, antara anak saya dengan anak. "Pe: ohon tidak ada halangan

darah, nasab atau saudara

pernikahan, sebab tidak ada hub
sesusuan; :
- Bahwa, saya siap dan ber_ggdiai':me bantu anak saya, bila nantinya terjadi

kerepotan atau kekurangan, saya ‘bersedia membimbing dan membantu

mereka baik moril maupun materil;

Bahwa, Pemohon télah-iurfnengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu T ida Penduduk atas nama Pemohon Nomor: -- dlkeiuarkan

oleh oleh Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, (P );

tanggal 22 02- 2003 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Slplr Kabupat .
(P 2); '

! 3 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor -- tarigga'i 09-11-2015 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan I aten Bantul (P.3);

suatu apapun lagi dalam

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan

persidangan dan selanjutnya mohon penetapal

Disclaimer i ,
Kapanitoraan Makkamah Agung Republik Indanesia bemsaha untuk selaly mancantumban informasi paling kini dan akurat sobagal hentuk kamimen Mahkamah Agung mpefafanm ik,

T sl dan Mitas peiax fungsi pa
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang

tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Mehimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemahol

sebagalmana terural di atas;

"untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, sehubungan anaknya tersebut

E' hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum encapai 16 tahun,

sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupa 'r‘r Bantul menolak untuk

melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;®

Menimbang, bahwa permohonan - n tersebut sesuai dengan

mor 1 Tahun 1974 sehingga dapat

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang

diterima untuk diperiksa lebih Ian}ut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon
bernama PEMOHON, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat
permochonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama
Bantul sesuai Pasai 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang t tela
diubah dan dltambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20

oleh karenanya Pengadllan Agama Bantul berwenang untuk memenksa

Memmbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Akte Kelahiran atas 'n

:F’EMOHON terbukti bahwa ianya lahir tanggal 06 Mei 2000 adal 3anak Pemohon

o _y‘ang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

akan Pernikahan)
ut telah didaftarkan di

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (S

terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemoho

Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kab pa Bantul tetapi Kepala Kantor

Urusan Agama tersebut menolak untu a anakan pernlkahannya dengan
alasan bahwa T

mencapai umur 16 tahun);

Disglaima & g
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republii munms ia bemsaha ik sefal mencanturmkan informasi paling kind dan skurat sebagal berduk komitmen Mahkamah Agung untuk
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Menimbang, bahwa calon mempelai pria (CALON SUAMI ANAK
PEMOHON) telah berusia 21 tahun, dan telah bekerja dan mempunyai

penghasilan sebulan Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga

dapat dipandang memadai untuk modal berumah tangga dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai da'h":';--'

orang tua ‘mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon:&'

sehmgga untuk menghindari  hal-hal _--.agarna maupun
kemdaharatan berkelanjutan maka pernikahap__,.fg;-frﬁefr.eka{' mendesak untuk

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang- perlu mengemukakan Qaidah

Fighiyah yang selanjutnya diambil alih sebag i pendapat Majelis yang berbunyi:

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik

maslahat”,

Menimbang, bahwa 'ZBeEQasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis
berpendapat, maka pef'ﬁikéﬁan_.anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon
suaminya (CALON' SUAMI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera

dilaksanakan ‘cieh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Keﬁéf!a

Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul atau pe]abat &

ctltunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimb g tersebut di

. atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayé‘
7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah teral
Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon

perkara ini;

engan Undang-Undang

ibebankan untuk membayar biaya

Disclaimer
HKepaniteraan Mahkamah Agurng Republik rndn.n!s ia berusaha untuk selsiv mencan wmkan infoemasi paling kinf dan akurat sebagai bentuk kamimen Mahkamah Agung wiluk p
Daiam hal Ands menemukan inakuras! infarmast yang terrmitiat pada situs ini alaw informasi yeng seharusnya ada, namun belum fersedia. maka harap segers hebungi k’ep
Erna i ﬁepamreraa G@mankamahagu‘na‘ gc.ld

slayanas oublik, transparansi dan akuntabiitas petaksanaan fungsi pe
aft Agung RY melaiui -
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Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syara yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOH N,
untuk me[angsungkan pernikahan di bawah usia 16 tahun dengan seorang |

Iakl bemama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

3. Menetapkan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul untuk melangs _ngkan pernikahan

tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk me.rr;ﬂéi._y:{_a-r"' biaya perkara sebesar

Rp.271.000,-(Dua ratus tujuh puluh satu ri

Demikian penetapan ini duatuhkan____
Selasa 08 Desember 2015 M. ben_ patan dengan tanggal 26 Shafar 1437 H. oleh

kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan
susunan : Drs. F{rzal PaS| M.H sebagai Ketua Majlis, Drs.H.M.Wasil dan
Drs.M.Anwar Ham!dl, masmg masmg sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu

juga penetapan rm drucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ket

Ma]ehs dengan';:.,dldamplngl oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan B at

HAKIM KETUA

Drs. Rizal Pasi,MH

HAKIM ANGGOTA JAKIM ANGGOTA

Drs. H.M.Wasil Drs.M.Anwar Hamidi

Disclaimer i
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republit Jrrdnnesua be\ruqahs untik sefalu mencantumian informasd palng kini dan akural sebagal bentuk kamitmen Mahkamah Agung untuk pmjfa
Datam hal Anda mensmukan inakurasi informasi yamg fermuat pacia situs in ataw informasi yang seharusnys ada. namun befum tersedia, maka harap segera hubungi Kemwmmm

Enan‘ pra Mraan@ma.fl.leamahagwg goid ey R b Halaman 8
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Bairotul Wasimah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,-
2. Biaya APP . Rp  50.000;-
3.  Biaya Panggilan : Rp 170.000,-
4. Biaya Redaksi : R 5.000,-
5.  Biaya Meterai : Rp  6.000,-
Jumlah : Rp 271.000,-

Diisciaimer

Hepaniteraan Makhkamah Agung Repubik mconja\_fr'a berisaha untuk salaly mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen M Agung untuk kuntabifftas pei fingsi pe
Dajam hai Anda menamukan inakurasi infarmas! vang temiuat pada situs inf atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepani

Ernail : ke, icarr Godd
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Data Pribadi

Nama

CURRICULUM VITAE

: Rizky Perdana Putra

Tempat dan Tanggal Lahir  : Bantul, 19 Agustus 1994

Alamat Yogyakarta - JI. Jatirejo rt07/rw21, Sendanghadi, Mlati,
Sleman, DIY.

No. Handphone : 087838573777

E-mail : rizkyjuang26@gmail.com

Agama

. Islam

Nama Orang Tua

Ayah

Ibu

: Nanang Dwinarta

: Lucia Partiningsih

Riwayat Pendidikan:

1.

2.

L

2.

TK Budi Mulia 11 ( 1998-2000)

SDN Deresan | ( Tahun 2000-2006 )

MTsN 10 Sleman Yogyakarta ( Tahun 2006-2009)
MAN 111 Yogyakarta ( Tahun 2009-2012 )

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( Tahun 2012-2016 )
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